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SEKRETARIAT DAERAH
PEME:RINTAH KOTA NIOJOKH RTO

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp.321746 - 3:21750
MOJOKERTO 61314

SURA.T PERJANJIAN KERJAFAMA
Nomor : 131.23/651417 .10712:Q16

Nama Kegiatan : Pengendalian Manajernen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Nama Pekerjaan : PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD
Lokasi : Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2016
Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 pada DPA-SKPD

Bagian Adrninistrasi Pemerintahan
Kode Kegiatan : 1.20.1.20.03.20.03
KodeRekening'. 1.20.1,20.03.20,03,5,?,2.21.05

Pada hari Selasa tanggal Sembrlan Belas bulan Januari tahun Dura Ribu Enam Belas (19-01-

2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : ABD. RACI'IMAN TUWO MN, S.Sos., MM.
N lP :197305201993031 007
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pemerintaharr Selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat :Jl. Gajah Mada No. 145 Mojokerto

Selaku Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :

188.45/13811417 .10712A15 tanggal 30 Desember 2015 tentang Perruniukan Pejarbat Pembuat

Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojoketto

Tahun 2016, selaku Pihak Pertama untuk melaksanakan PE"NDAMPINGAN PENYUSUNAN

LPPD, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : Prof. Dr. Ach. FATCHAN, M.Pd., MP.

lnstansi : Lembaga Penelitian Dan Pengabdiarr Kepada Masyarakat (LP2M)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdiatt Kepada

Masyarakat (LP2M) UNIVERSII'AS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut Pll'{AK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perianjan Keriasama dalam

rangka pekerjaan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD dengan ketentuan sebagai

berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

(1) Yang dimat<sud dengan Surat Perjarrjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK
PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat ,^

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dahnrsurat Perjanjian Kerjasama ini. *
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(3) Biaya pekerjaan ini dibebanl.ran pada surnber dana APBD Kota Mojokerto Tahun

Anggaran 2016 pada DPA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kota Mojokerlo.

PASAL B

CARA PEMBAYARAN
(l)Pelaksanaan Pekerjaan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD drlaksanakan dalam 1

(satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluraran Pernbantu pada Bagian
Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto derrgan Laporan Akhir
Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.

(2) PIH'AK l(EDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp 90 000 000,- (Sernbilan Puluh
Juta Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan

kemajuan pekerjaan telah me,ncapai 100 % (seratus persen) diterinra dengan baik oleh
PIHAK PERTAMA dan dinya:akan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil

' Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 9

CARA DAN SYAITAT-SYARAT PENYERAHAN PE}^.ERJAAN

(1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkarT rtya Laporan Akhir Hasil

Pekerjaar-r, maka PIHAK KEDUA berhak menga.lukan secara terlulis kepada PIHAK

PER'l'AMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan

Pelaksanaan Pekerjaan dalarn Bentuk Laporan Akhir.
(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka pll-tAK

KEDUA bersama Kepala Elagian Administrasi Pemerintahan Sekretans Daerah Kota

Mojokerto akan menyusun B,:rita Acara Serah Terima Pekerjaan

PASAL 1O

KEAITAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
(1) Yang lerlrasr,ik dalam 'Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar

keheridar. para pihak sehirrgga kevvajiban yanE ditentukarr cialarni Kontrak atau Surdt

Perjanlian rni menjadi tidak clapat terpenuhi.
(2t Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana climaksud pada ayat a) Pasal ini

adalah:
a. Peperangan
b. Ker usuhan
c. flevolr-rsi

d. Bencana Alam:banlir, gempa bumi, badai, gLinung rneletus, tanah longsor, wabah

perryaKit dan angi:n topan.
e. Pemogokan
f. Kebakaran
g. Gangguan industri lainnya

(3) A.pabila terjadi "Keadaan l.(ahar", PIHAK KEDUA'harus'metlberitahukan kepadar PIHAK

PERTAMA secara terlulis selambat-lambatnya dalatn waktur 14 ( empat belas ) hari

setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
(4) Aters pemlreritahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetultri atau menolak

secara tertulis adanya " l(eadaan Kahar " itu dalarrr jarrgka waktu 3 x 21+ Jam sejak

diterirnanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.

(5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada
Plt-lAK PF-RTAMA tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak
rnemberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.
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PASAL 1 1

AIV{ANDEMEN PERJAN J IAN
(1)Amandemen Perjanjian irarus dibuat dan disetujui oieh plHA,K pERTAMA dan pIHAK

KEDUA apabila tbrjadi perubahan kontrak.
(2) Perubahan Perjanjian dapat dirakukan apabira terjadi :a' Perubahan pekerjaan yerng disebabkan oleh sesuatu hal yiang dilakukan oleh pIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerlaan dalamperjanjian.

b' Perubahan jadwal pelaks;anaan pekerjaan akibat'aolnya perubahan pekerjaan.
c'.Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubaharl ruang lirrgkup pekerjaan dan

pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12
PEML'TUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

(l) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA
tidak nrelaksanakan tugas sebagaimana tercantum cialarn Surat perjanjian ini.

(.2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERI'AMA dapat rllenunjuk ptHAK LAtN untuk
menyelesaikan pekerjaan s€:bagaimana tersebut pdrla Pasal 1 perjanlran irri.

PASAL 13

SANKSI
(1) Jika PIHAK KEDUA tidak cJapat memenuhi kewajiban sebagainrana yang telah ditetapkan

dalarn Pasal 3 Surat Perjanjian Kerj'asama ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk
mengembalikan dana kepacla PIHAK PERTAMA setelah memperhitungkan kewajiban -
kewajiban yang telah diraksanakan oren prHAK KEDUA

(21 Pasal ini tidak diberlakukan rJalam Keaclaan Kahar selragairnarra dinraksud pada Pasal 10
Perjaniian ini

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELI S I HAN

(1) Jika terjadi perselisihan anlara keclua belah pihal<, rnaka pada dasarnya
secara musyawarah,

(2) jika perselisian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawaralr maka akan
oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebergai lurri / warsrt, dibentuk
oleh kedua belah pihak yanrl terdirr dari
a Seorang wakil dari PlHAli pERTA,MA sebagai anggota
b. Seorang wakil dari PIHAI( KEDU \ sebagai anggota
c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh

pihak

d iselesaikan

diselesaikan
dan diangkat

kedua belah

(3; Kepurttrsan " Panitia Pendamai " r0i akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya
penyelesatan perselisihan yiang dikeluerkan dibebarrkan secara bersama kepacla PIHAK
PER I-AiMA dan PIHAK KEDUA

(4) Jika kepuitr-rsan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasat ini tidak clapat cjiterirna c.rleh s&lah
satu atau kedua belah pihak, nraka perselisihan akan diterr,rskan melalui Pengadilan
Negeri setempat.

PASAL 15

KETENTUAN HUKUM
Untuk kepentrngan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA sepakat
untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang.Unclang HLrkum perdata
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PASAL 1 6

DOMISILI

Terhadap s;egala akibat yang teria,li dari pelaksanaan pekeriaan

memilih kerdudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah

Negeri Mblot<erto 
PA'AL 17

PENUTUP

(1) Hal yang belum cukup diatur dalam surat Perjanjian Keriasama ini akan diatur bersama

kemudianantaraPIHAKPERI.AMAdanPIHAKKEDUA.

tzl iurit perianjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh

pihak yang terlibat dan berorierntas,i pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan'

(3) Surat Perjanjian Kerjasanra berlaku setelah diiandatangani oleh PTHAK PHRTAMA

dengan PIHAK KEDUA.

Surat Perjaniian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga)' dlyana pada rangkap 1

(satu) untuk prHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua)-untuk plHAt( KEDUA menandatangani

diatas nre,terai Rp 6.000,- ses;uai kep-erluan masing-masing yarrg mempunyai kekuatan

hukum !dl"r(J sot113.

Demikian surat perjanjian ini clibuat untuk dapat clipergunakan sebagaimana

mestinYa.

ini, kedua belah Pihak telah

Hukum Kantor Pengadilan

Molokerto, 19 Januari 2016

PIHA}( PERTAMA,

Kepala Bagiarr Administrasi Pemerintahan

. p"irort ,-r,;r?l[:initmen (PPK)

PIHAK KEDUA,
Lernbaga Penetitian Dan Pengabdian

Kepada MasYarakat (l-P2M)
IVERSITAS NEGERT MALANG
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